
SALINAN 

BUPATI TANAH DATAR 
PROVINSI SUMATERA BARAT 

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR 46 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2021 
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN 

PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN 
SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN 

KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA 
PEMERINTAH NAGARI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TANAH DATAR, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah, dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan 
penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan 
serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan 
keuangan ditetapkan dengan Peraturan Kepala 
Daerah; 

b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 
Penatausahaan, Pertanggungj awaban dan Pelaporan 
Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan 
Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Nagari 
disesauikan dengan perkembangan keadaan dan 
kebutuhan sehingga perlu dilakukan perubahan: 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata 
Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 
Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring 
dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus 

Kepada Pemerintah Nagari; 

Mengingat 
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Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 25); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

MEMUTUSKAN 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG 
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN 
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN 
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI 
BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS 
KEPADA PEMERINTAH NAGARI. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 26 
Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, 
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban 
dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja 
Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Nagari 
(Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2021 
Nomor 26) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 16 

(1) BKBK disalurkan kepada Pemerintah Nagari 
melalui mekanisme pemindahbukuan dari 
rekening kas umum daerah ke rekening kas 
umum Nagari melalui 2 (dua) tahap penyaluran 
sebagai berikut: 
a. tahap I sebesar 60`)/0 (enam puluh persen); 

dan 
b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen). 

(2) Penyaluran BKBK kepada Pemerintah Nagari 
melalui mekanisme pemindahbukuan dari 
rekening kas umum daerah ke rekening kas 
umum Nagari untuk tahun 2022 dilaksanakan 
dalam 1 (satu) tahap. 

2. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 18 

Pengajuan pencairan tahap II sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 16 huruf b dilengkapi dengan : 
a. surat permintaan pencairan BKBK yang diketahui 

Camat setempat; 
b. laporan realisasi penyerapan dana tahap I; dan 
c. laporan capaian output kegiatan tahap I. 

Pasal 11 ... 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Tanah Datar. 

Ditetapkan di Batusangkar 
Pada tanggal 11 November 2022 

BUPATI TANAH DATAR, 

ttd. 

EKA PUTRA 

Diundangkan di Batusangkar 
Pada tanggal 11 November 2022 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TANAH DATAR, 

ttd. 

IQBAL RAMADI PAYANA 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2022 NOMOR 47 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KAB. TANAH DATAR, 
 
 
 
 

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si 
NIP. 19770915 200003 2 001 

 
 


